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TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;



Mengingat

—

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



8.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);



Menetapkan

21

22.

23.

. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 31);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta
Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN
2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
Walikota adalah Walikota Denpasar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta
Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang
selanjutnya disebut dengan RPJMD Kota Denpasar adalah
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang selanjutnya
disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.



10.

11.

12.

(1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Semesta
Berencana 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi
Bali adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Bali
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Kota Denpasar Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun
2023 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar, RKP dan
RKPD Provinsi Bali.



(2) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

RKPD dipergunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah;

b. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023; dan

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat
Daerah dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2023.

BAB III
SISTIMATIKA PENULISAN
Pasal 4

RKPD disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV :SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII : PENUTUP



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Denpasar.

itetapkan di Denpasar

Diundangkan di Denpasar




LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2023




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/lda
Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023
dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan
salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang akan menjadi
pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas
penyusunan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 telah
berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025,
serta akan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/penyempurnaan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar.

RRPD Semesta Berencana Rota Denpasar Tahun 2023 m |



Harapan kami, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta
Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 ini dapat menjawab permasalahan-
permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan
mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar
Tahun 2023 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang
telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat
bagi semua pihak.

e —

'WALIKOTA DENPASAR,

-

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

TRPT Semesta Berencana Rota Denpacar Takun 023 | I
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Prinsip- prinsip Pemerintah
Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan
kewenangannya meliputi :
1. merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing

daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang
dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD), untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota
Denpasar  Tahun 2023. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar
Tahun 2023 sudah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2005-2025 dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.
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Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan RKPD melalui 6 (enam)
tahapan penyusunan yaitu:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahapan Persiapan penyusunan dilakukan beberapa tahapan sebagai

berikut:

a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
Pembentukan Tim Penyusun RKPD.

b. Orientasi mengenai RKPD.

c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD.

d. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

Penyusunan Rancangan RKPD;

Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan

Penetapan RKPD.

o vohA W

Sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan penjabaran dari
RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD berpedoman
pada RPIJMD dengan maksud untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas
pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah
kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang
ditetapkan dalam RPIMD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta

Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan penjabaran periode kedua
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pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana. Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) 2005-2025. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD

mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1.

RKPD merupakan dokumen vyang secara substansial merupakan
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang ditetapkan dalam RPIJMD kedalam program dan Kkegiatan
pembangunan tahunan daerah.

RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD (KUA), dan penentuan Prioritas serta Pagu
Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Bali.

RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini
dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai
wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun

berkenaan.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan atau proses perumusan RKPD

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana

gambar bagan sebagai berikut:
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Kebijakan
Musrenbang
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—--_) -

Musrenbangnas

PERBUP/PERWALI
RKPD

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 ini
adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3465);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
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21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

22.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor
7);

23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun

2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12).
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26. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana
Kota Denpasar Tahun 2021 — 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2021 Nomor 5);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri
dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang
saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan
tentang visi, misi arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun, yang
kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima (5) tahun dalam bentuk
RPIMD. Selanjutnya RPIJMD dijabarkan ketahapan pelaksanaan tujuan dan
sasaran untuk satu (1) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar
dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah
yang saling terkait.

Sinkronisasi Kebijakan dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya
dilaksanakan dalam penyusunan RPJIPD, RPIMD, dan RKPD. Sinkronisasi
kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan
penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan
pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan
nasional dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota,
serta pembangunan antar daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan
pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang
berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Penelaahan terhadap dokumen
perencanaan pembangunan daerah provinsi dilakukan oleh daerah
kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak
dan harus dipedomani oleh daerah kabupaten/kota. Penelaahan terhadap
dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan
menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain

dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.
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Penelaahan mengandung makna mempedomani RKP dalam penyusunan
RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas
pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah dan mempedomani RKPD
Provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota dilakukan dengan cara
menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan daerah
kabupaten/kota. Adapun hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan

lainnya ditunjukkan pada gambar berikut.

Pedoman . Pedoman
Renstra K/L Renja K/L RKA K/L Rincian APBN
i
§ 3 =
g & s
2 >
g
Pedoman Dijabarkan Pedoman
RER RFJM —» RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Diacu Diperhatikan Diserasihkan melalui Musrenbang
v v
i i Pedoman
RPJM Diacu | RPJMD Dijabarkan R
Proviciel Kab/Kota RKPD RAPBD APBD
]
3
3 . g
o
5
Renstra Pedornmn Renja Fesomen ’
inci P
SKPD SKPD RKA SKPD Rincian APBN
-—— UU No. 25/2004 ttg Sistem _ UU No. 17/2003 ttg -_——
Perencanaan Pembangunan Keuangan Negara
Nasional
Gambar 1.2

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023
adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi
alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan

disusunnya RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 adalah untuk:
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1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah
dengan substansi rencana jangka pendek;

2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun
Rancangan Akhir Renja PD;

3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;

4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada

Pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 disusun dengan
sistematika yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai
berikut:
1. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode
dokumen RPIMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan
dokumen RPIMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat
Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen
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Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen
lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional,
dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan
dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait

dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara
logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah
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3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah
daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah
meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPIMD, identifikasi
permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka
ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
4.3. Sasaran Pembangunan Daerah

4.4. Kebijakan Daerah Dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPIMD.

6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk

memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
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menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci

(IKK) pada akhir tahun Perencanaan.

7. PENUTUP
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BAB 11
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar merupakan proses yang
melibatkan para pemangku kepentingan dari dunia usaha, pemerintah,
masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat
berkontribusi dalam pembangunan di Kota Denpasar secara proposional. Dengan
demikian maka diharapkan pembangunan yang dilakukan di Kota Denpasar
benar-benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi,
akuntabilitas, efisien, efektif serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

Tujuan Pembangunan di Kota Denpasar adalah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Denpasar secara adil dan merata.
Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan direncanakan dengan
memperhatikan segala aspek pendukung antara lain : aspek geografis dan
potensi demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum
serta aspek daya saing daerah melalui Gambaran Umum Kota Denpasar.

Pembangunan juga tidak terlepas dari kebijakan yang dituangkan
dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dimana telah tercantum
dalam RPIJMD Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ditentukan oleh kinerja
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dukungan
dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Pusat, swasta, Lembaga
kemasyarakatan, perguruan tinggi serta partisipasi aktif masyarakat Kota
Denpasar.

Di samping itu, pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan
dengan memperhatikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai tahun berjalan dan realisasi Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar
2021-2026. Identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah baik yang

menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
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pembangunan daerah serta permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Aspek Geografi
1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 12.598,10 Ha atau sebesar 2,18% dari
luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi, Kota Denpasar terdiri dari 4
wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat
kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan
memiliki wilayah terluas yaitu 4.989,00 Ha (39,60%), Denpasar Utara memiliki
wilayah seluas 2.669,31 Ha (21,19%), Denpasar Barat dengan luas wilayah
sebesar 2.593,38 Ha (20,59%) dan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu
Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 2.346,39 Ha (18,62%).
Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan
No Kecamatan Desa/Kelurahan Luas (Ha)
1 Kecamatan Denpasar Barat Desa Dauh Puri Kangin 36,55
Desa Dauh Puri Kauh 151,26
Desa Dauh Puri Kelod 158,76
Desa Padang Sambian Kaja 319,87
Desa Padang Sambian Kelod 399,72
Desa Pemecutan Kelod 525,86
Desa Tegal Harum 72
Desa Tegal Kertha 79,67
Kelurahan Dauh Puri 76,36
Kelurahan Padang Sambian 367,34
Kelurahan Pemecutan 159
2 Kecamatan Denpasar Selatan [Desa Pemogan 1.010,87
Desa Sanur Kaja 256,02
Desa Sanur Kauh 457,2
Desa Sidakarya 454,71
Kelurahan Panjer 312,96
Kelurahan Pedungan 775,65
Kelurahan Renon 289,12
Kelurahan Sanur 328,33
Kelurahan Serangan 585,2
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No Kecamatan Desa/Kelurahan Luas (Ha)
Kelurahan Sesetan 518,94

3 Kecamatan Denpasar Timur Desa Dangin Puri Kelod 123,43
Desa Kesiman Kertalangu 540,51

Desa Kesiman Petilan 308,69

Desa Penatih Dangin Puri 332,44

Desa Sumerta Kaja 90,07

Desa Sumerta Kauh 49,56

Desa Sumerta Kelod 350,57

Kelurahan Dangin Puri 51,97

Kelurahan Kesiman 287,71

Kelurahan Penatih 382,83

Kelurahan Sumerta 75,6

4 Kecamatan Denpasar Utara Desa Dangin Puri Kaja 98,82
Desa Dangin Puri Kangin 110,62

Desa Dangin Puri Kauh 34,85

Desa Dauh Puri Kaja 119,78

Desa Peguyangan Kaja 326,43

Desa Peguyangan Kangin 484,44

Desa Pemecutan Kaja 321,23

Desa Ubung Kaja 439,67

Kelurahan Peguyangan 337,64

Kelurahan Tonja 235,19

Kelurahan Ubung 160,64

Total Luas Wilayah 12.598,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
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Gambar 2.1
Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar

Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung
sebelah utara, barat dan selatan sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar

antara lain:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten
Badung)

2. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat
Badung

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk
Benoa

4. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)
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2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, merupakan
Ibukota Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan,
perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik
dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral
berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya.
Menurut letak Geografis Kota Denpasar berada di antara 08°35’ 31" — 08° 44’ 49"
Lintang Selatan dan 115° 10" 23" — 115° 6’ 27" Bujur Timur seperti tampak pada
tabel berikut:

Tabel 2.2
Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan

Kecamatan

Lintang Selatan

Bujur Timur

Denpasar Selatan

08040'00"-08044"49"

115011'23"-115015'54"

Denpasar Timur

08035'31”-08040'36"

115012"29"-11501627"

11501023"-115014'14"
115012'09"-115014'39"

3 Denpasar Barat 0803624"-08041'59"
4 Denpasar Utara 08035'31"-08044'49"
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

3. Kondisi Topografi

Ditinjau dari Topografi keadaan wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada
ketinggian antara 0 — 25m dpl, dan sisanya sampai 75m dpl. Topografi Kota
Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng
secara umum berkisar 0 — 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan
lerengnya antara 2 — 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di
tebing sungai dapat mencapai 2 — 15 %.

Tabel 2.3
Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian Dari Permukaan Air Laut
dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Persentase

Luas Wilayah Ketinggian dari | Luas terhadap

Kecamatan (Ha) Permukaan Kota Denpasar
Laut (m) (%)
Denpasar Selatan 49,989 00-12 39,58
Denpasar Timur 2,593 00-75 20,61
Denpasar Barat 2.346 00-75 18,63
Denpasar Utara 2.669 00-75 21,18
Jumlah 12.598 100

Sumber : Hasil Analisis, 2021 Materi Teknis RTRW
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4. Kondisi Geologi

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuarter,
kwarter bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar
Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari
beberapa batuan. Susunan formasi batuannya adalah sebagai berikut : Batuan
vulkanik kuater menutupi sekitar 70% wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan
gunung api hasil dari gunung api Buyan — Bratan dan gunung api Batur. Diantara
kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan — Bratan merupakan yang tertua
dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah
lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian
utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan.

Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil
menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang
terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai
Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar
tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula
ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar. Jenis
tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai,
1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya
menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai
merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah
dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di

wilayah Kota Denpasar.

5. Kondisi Hidrologi

Kenampakan hidrologi di wilayah Kota Denpasar berupa sungai, waduk dan
laut. Salah satu Kondisi Hidrologi adalah Pemanfaatan Air. Berdasarkan kondisi
hidrologi, terdapat beberapa sumber daya air yang berfungsi untuk memenuhi
kebutuhan air bagi masyarakat Kota Denpasar yaitu : Air Hujan, Air Permukaan,
Air Tanah maupun air laut.

Air Hujan bisa dimanfaatkan karena Kota Denpasar beriklim tropis dengan

dua musim (hujan dan kemarau). Menurut Schmidt dan Fergusson (1959) Kota
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Denpasar termasuk iklim Tipe A. Sedangkan menurut Peta Agrokimat Bali skala
1 : 250.000 (Oldeman, Irsal dan Muladi, 1980) daerah ini termasuk ke dalam
Zone Agroklimat D3. Jumlah curah hujan tahun 2005 : 1819mm dengan bulan
basah (curah hujan > 100 mm/bulan) selama 7 bulan (Januari — April, Oktober-
Desember) dan sisanya bulan kering.

Air tanah di Kota Denpasar mengikuti pola Bali Selatan secara umum, yaitu
terdiri dari dua kelompok yaitu akifer dangkal yang mengandung air tanah bebas
dan akifer dalam yang mengandung air tanah tertekan atau semi tertekan. Akifer
dangkal ditemukan pada kedalaman 30 — 50m dengan formasi kemiringan ke
arah selatan. Sedangkan Akifer tertekan atau air tanah dalam ditemukan pada
kedalaman 50-150m. Kandungan air tanah di Kota Denpasar yang terpengaruh
oleh air laut/air payau (wilayah Sanur, Sidakarya dan Suwung Kangin) serta
daerah dengan kandungan air besar 10 It/det yang terdapat hampir pada seluruh
wilayah Kota Denpasar. Kondisi kualitas air tanah berdasarkan pengujian
terhadap beberapa sumur dangkal dan sumur dalam di Kota Denpasar
menunjukkan bahwa secara umum air tanah masih memiliki kualitas golongan A.

Air Laut yang berada di darat atau pantai merupakan zona peralihan wilayah
daratan dan lautan. Zona pantai atau pesisir ini mempunyai arti penting sebagai
lokasi media dan atau obyek berbagai aktivitas kehidupan seperti usaha
perikanan, pertanian, perhubungan maupun pariwisata. Kota Denpasar memiliki
garis pantai di bagian Selatan dan Timur mulai dari Serangan hingga Padanggalak
sepanjang 66,86 km dengan luas sekitar 169 ha.

Pemanfaatan air permukaan, dimana air yang mengallir dari sumbernya
tidak terbuang begitu saja ke laut, yaitu : 1) aliran Sungai Tukad Ayung, 2) Tukad
Badung, 3) Tukad Teba, 4) Tukad Mati, 5) Tukad Abian Base, 6) Tukad Loloan
(DI.Oongan), 7) Tukad Ngenjung 8) Penggawa (DI.Oongan), 9) Tukad
Rangda/Buaji (DI.Oongan), 10) Tukad Pekaseh dan sumber aliran lainnya.

Berikut ini potensi sumber daya air di Kota Denpasar.
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Tabel 2.4
Potensi Sumber Daya Air di Kota Denpasar

No Nama Sungai Panjang BenTli‘ITaan/ Ben:ztnalan/ Luas yang
. 9 (km) Dan? Dam (Ifm) Dialiri (ha)
1. |Tukad Ayung 6,50 1 |Kedewatan 1 740
2 [Mambal 1 645
3 |Peraupan 1 10
4 |Oongan 1 536
2. |Tukad Badung 17,15 5 |Mertagangga 1 5
6 |Batan Nyuh 1 215
7 |Mergaya 1 100
8 |Gerak Tk. 1 21
Badung
9 |Penyaring 1 0
Sampah
10|{Waduk Muara 1 0
3. |Tukad Teba 8,75 11|Semila II 1 15
12|Tegallinjung 1 0
4. |Tukad Mati 5,65 13|Free L. 1 0
Tegallinjung
14|Srogsogan 1 0
15|Lange 1 25
16|Dadas 1 15
17|Umeduwi 1 25
5. |Tukad Abian Base 4,15 - - -
6. |Tukad Loloan (DI. 3,75 18|Emp. Bantang 1 15
Oongan) 19|Emp. Bantang 1 8
20(Emp. 1 21
Pengabean
21|Emp. Agel 1 36
22 Emp. 1 23
Pengayasan
23 |Penyaring 1 -
Sampah
7. |Tukad Ngenjung 2,15 - - -
8. |Tukad Penggawa (DI. 6,55 25|Emp. Sidakarya 1 97
Oongan)
9. |Tukad Rangda/Buaji 4,25 - -
(DI. Oongan)
10. |Tukad Pekaseh (DI. 5,50 26|Emp. S. 1 10
Oongan) Sesetan
28|Emp. S. 1 15
Sesetan
Jumlah 25 2.557

Sumber: Proyek Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Bali

6. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi
angin musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan Juni sampai
September, dan musim hujan dengan angin barat antara bulan September
sampai Maret dan diselingi musim pancaroba, dengan jumlah hari hujan
sebanyak 79 hari dengan jumlah penyinaran matahari sebesar 60%. Suhu rata-
rata Kota Denpasar tahun 2019 berkisar antara 23,4°C - 35,5°C. Amplitudo suhu

selama tahun 2019 relatif rendah dibanding tahun sebelumnya, dimana suhu
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rata-rata Kota Denpasar pada tahun 2015 berkisar antara 22,8°C - 32,8°C.
Kelembaban udara pada tahun 2019 berada pada kisaran 78,8%. Kondisi
tersebut tidak berubah dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Berikut
merupakan data perbandingan jumlah curah hujan dengan angka normal serta
perbandingan tekanan dan kelembaban udara rata-rata pada tahun 2019.

Tabel 2.5
Perbandingan Jumlah Curah Hujan dengan Angka Normal setiap bulan di Kota
Denpasar selama tahun 2019

Curah Hujan
Kota Denpasar Realisasi Rata-rata Perbedaan Pers(»oe/:;ase
Januari 113,9 405,1 291,2 28,1
Pebruari 548,3 292,8 255,5 187,3
Maret 72,1 232,1 160 31,1
April 35,8 153,6 117,8 23,3
Mei 36,1 91,0 54,9 39,7
Juni 125,0 40,2 84,8 310,9
Juli 75,3 28,8 46,5 261,5
Agustus 37,3 11,7 25,6 318,8
September 236,4 31,0 205,4 762,6
Oktober 128,4 91,8 36,6 139,9
November 394,9 202,8 192,1 194,7
Desember 377,2 339,0 38,2 111,3

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka, 2021 dan Stasiun Geofisika Sanglah

7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaannya, lahan di Kota Denpasar terbagi atas Area
Terbuka, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Olahraga, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas
Peribadatan, Fasilitas Sosial, Fasilitas Transportasi, Hankam, Hutan, Industri,
Pariwisata, Perairan, Perkantoran dan Perekonomian, Permukiman,
Persampahan, Pertanian dan Peternakan serta Transportasi. Secara rinci

penggunaan lahan di Kota Denpasar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaaan Tanah (hektar)
No Tema Kecamatan Kota %
Penggunaan | Denpasar | Denpasar | Denpasar | Denpasar | Denpasar | Terhadap
Lahan Barat Selatan Timur Utara Luas Kota
Denpasar
1 | Area Parkir - 0,34 1,29 0,80 2,43 0,02
2 |Hamparan pasir | - 29,11 - - 39,11 0,23
3 | Hutan Kota, 0,06 0,03 - - 0,09 0,00
Jalur Hijau dan
Taman Kota
4 |Hutan - 657,76 657,76 5,22
Mangrove
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No Tema Kecamatan Kota %
Penggunaan | Denpasar | Denpasar | Denpasar | Denpasar | Denpasar | Terhadap
Lahan Barat Selatan Timur Utara Luas Kota
Denpasar
5 [Jalan 18,63 36,32 13,66 13,99 82,60 0,66
6 |Kolam - 0,38 - - 0,38 0,00
7 | Kolam air - 156,88 - - 156,88 1,25
Tawar Lainnya
8 |Lahan Terbuka |11,02 7,76 3,31 3,28 25,39 0,20
Lainnya
9 |Pelabuhan - 137,97 - - 137,97 1,10
10 | Pengelolaan - 13,83 - - 13,83 0,11
Limbah
11 | Permukiman 1.718,60 2.425,60 1.155,24 1.663,40 7.358,85 58,41
dan Tempat
Kegiatan
12 |Sawah 264,84 597,44 817,79 579,88 2.259,96 17,94
13 |Stadion dan 4,82 31,19 4,62 8,84 49,47 0,39
Sarana Olah
Raga
14 |Sungai 25,86 37,02 18,75 20,41 102,03 0,81
15 |Tambak Ikan 5,82 13,32 19,50 2,50 41,14 0,33
16 |Tegalan/ - 33,43 - - 33,43 0,27
Ladang
17 | Tempat 294,37 758,83 163,20 374,16 1.590,55 12,63
Penimbunan
dan
Pembuangan
Sampah
18 |Terminal 0,04 34,76 - - 34,79 0,28
19 |Waduk 2,33 - - 2,06 4,39 0,03
Jumlah 2.346,40 [4.989,02 [2.593,38 |2.669,31 [12.598,10 /100,00

Luas penggunaan lahan belum termasuk reklamasi pelabuhan benoa

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Denpasar

8.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam rencana tata ruang wilayah

(RTRW) Kota Denpasar terdiri dari kebijakan dan strategi pembangunan struktur

ruang, pengembangan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya dan

pengembangan kawasan strategis, revisi perubahan RTRW Kota Denpasar juga

mengacu atas penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta

Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 dan Revisi perubahan Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Bali, untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai
berikut:
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A. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Strategi dalam mewujudkan kebijakan pengembangan struktur ruang

wilayah Kota Denpasar untuk mendukung tujuan penataan ruang wilayah Kota

adalah sebagai berikut:

1.

Strategi pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai ibukota Provinsi
Bali dan Kawasan perkotaan inti dari Kawasan Perkotaan Sarbagita
Strategi pengembangan system transportasi dan infrastruktur
perkotaan terpadu lintas Wilayah

Strategi pengembangan system pusat pelayanan kota secara merata
dan berhierarki

Strategi peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan
peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan system
transportasi Kota

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan
prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan
perbaikan lingkungan permukiman Kota

Strategi pengembangan Kota Kreatif berbasis pariwisata berjati diri

budaya Bali.

B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Denpasar, maka

perlu dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penataan ruang. Adapun

kebijakan kawasan lindung yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1.

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan
hidup;

Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup

Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana
Strategi perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas
yang memiliki nilai historis dan spiritual dalam mendukung Kota

Strategi pengembangan RTH Publik minimal 20%
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C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Denpasar, maka

perlu dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penataan ruang. Adapun

kebijakan kawasan budidaya yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1.

Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar
kegiatan

Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya perkotaan sesuai
dengan daya dukung dan daya tamping lingkungannya

Pengembangan Kawasan budidaya kreatif dan unggulan
Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

D. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota

1.

Pengembangan keterpaduan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional
dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kota

Pengembangan Kawasan Strategis Kota Berdasarkan nilai kepentingan
pertumbuhan ekonomi Kota dan Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis Kota Berdasarkan nilai kepentingan
sosial budaya Kota

Pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan nilai kepentingan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

9. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam Perda No. 8 tahun

2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2021-2041 terdiri

dari:

a.

Kawasan Rawan Banjir

Berdasarkan metode perhitungan BNPB untuk mengestimasi daerah
rawan banjir, salah satu input yang digunakan adalah kemiringan
lereng, dimana area yang rawan banjir memiliki kemiringan lereng
<15%. Kondisi relief kota Denpasar cenderung datar, dimana lebih dari

80% wilayahnya memiliki kemiringan lereng 0-8%. Kondisi tersebut
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menyebabkan Kota Denpasar sangat rawan terjadinya bencana banijir.

Adapun sebaran wilayah rawan bencana banjir sebagai berikut :

1.

Sistem jaringan drainasi I meliputi Jalan Teuku Umar, Jalan Ratna,
Jalan Suli, Jalan Kamboja dan Jalan Kaliasem;

Sistem jaringan drainasi II meliputi Jalan Siulan;

Sistem jaringan drainase III meliputi Jalan Cargo, Jalan Buluh Indah,
Jalan Pidada, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Batur, Jalan
Gunung Payung, Jalan Gunung Rinjani, Jalan Gunung Merapi,
Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Gunung Atena, Lingkungan Perum
Asri, Lingkungan Perum Purnawira, Lingkungan Perumnas,
Lingkungan Pura Demak, Lingkungan Uma, Lingkungan Lebak
Moding, Lingkungan Padang Asri dan Abian Timbul;

Sistem jaringan drainase IV meliputi Jalan Waturenggong, Jalan
Tukad Yeh Penet, Jalan Bedugul, Jalan Dewata, Jalan Tukad
Batanghari, Jalan Buton, Jalan Flores, Jalan Serangan, Jalan Tukad
Yeh Aya, Jalan Tukad Pakerisan, Jalan Sekuta, Jalan Tukad Bilok,
Jalan Danau Tempe, dan Jalan Pulau Serangan; dan

Sistem jaringan drainase V meliputi Jalan Griya Anyar dan
Pemogan.

Sistem pengendalian banjir yang direncanakan dalam RTRW Kota

Denpasar terdiri atas:

1.
2.

Embung Sanur di Desa Sanur Kauh
Bangunan pengendalian banjir di Tukad Singapadu dan Tukad
Badung Hulu;
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Sumber: BPBD Kota Denpasar
Gambar 2.2
Peta Risiko Bencana Banjir Kota Denpasar

b. Kawasan Rawan Gempa Bumi
Sebagai bagian dari wilayah yang berada di daerah cincin api pasifik
(ring of fire) wilayah Kota Denpasar tidak lepas dari ancaman gempa
bumi untuk wilayah kota Denpasar terklasifikasi ke dalam beberapa
tipologi yaitu KRB gempa bumi tingkat rendah seluas 853,12 Ha, dimana
KRB gempa bumi tingkat rendah paling banyak terdampak di
Kecamatan Denpasar Utara dengan luas 490,09 Ha. KRB gempa bumi
tingkat menengah paling banyak terdampak berada di Kecamatan
Denpasar Timur dengan luas 2.233,91 Ha. Serta KRB gempa bumi
tingkat tinggi seluas 3.752,19 Ha, dimana KRB gempa bumi tingkat
tinggi paling banyak terdampak berada di Kecamatan Denpasar Selatan
dengan luas 2.761,45 Ha. Berikut peta wilayah Rawan Bencana Gempa

Bumi.
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Gamba“rY 2.3
Peta Risiko Kawasan Rawan Gempa Kota Denpasar
c. Kawasan Rawan Tsunami
Kawasan rawan bencana tsunami pada wilayah Kota Denpasar terdiri
atas beberapa jenis kawasan yaitu rawan bencana tsunami rendah,
rawan bencana tsunami menengah dan rawan bencana tsunami
tinggi. Adapun kawasan rawan bencana tsunami rendah dengan
potensi dilanda tsunami dengan ketinggian genangan kurang dari 1
(satu) meter dengan skala intensitas tsunami kurang dari V, untuk
kawasan rawan bencana tsunami menengah dengan potensi dilanda
tsunami dengan ketinggian genangan 1 (satu) — 3 (tiga) meter dengan
skala intensitas tsunami V — VI sedangkan kawasan rawan bencana
tsunami tinggi dengan potensi dilanda tsunami dengan ketinggian
genangan lebih dari 3 (tiga) meter dengan skala intensitas tsunami VII

atau lebih.
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Adapun sebaran kawasan rawan tsunami pada Kota Denpasar
tersebar pada :

1. Kelurahan Serangan dan Desa Sidakarya, meliputi seluruh
dusun/banjar;

2. Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur meliputi sepanjang pantai
pada jarak 100-200 meter dari pasang tertinggi;

3. Desa Sanur Kauh meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh
Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura;

4. Kelurahan Sesetan meliputi Banjar/Dusun Bugis, Suwung Batan
Kendal dan Pegok;

5. Kelurahan Pedungan meliputi Banjar/Dusun Pesanggaran,
Ambengan dan Batan Kendal;

6. Desa Pemogan meliputi Banjar/Dusun Gelogor Carik, Kajeng,
Rangkansari, Templasjuwet, Sakah, Teruna Bhineka dan
Tangkas.

7. Desa Pemecutan Kelod meliputi Banjar/Dusun Margaya.

8. Kelurahan Panjer meliputi Banjar/Dusun Bekul.

9. Kelurahan Renon meliputi Banjar/Dusun Kelod.

10. Desa Kesiman Petilan meliputi Pantai Padanggalak.

11. Desa Kesiman Kertalangu meliputi daerah Pantai Tangtu pada
jarak 100 hingga 200 meter.

KRB tsunami untuk wilayah Kota Denpasar terklasifikasi ke dalam
beberapa tipologi yaitu KRB tsunami tingkat rendah seluas 1.232,83 Ha,
dimana KRB tsunami tingkat rendah paling banyak terdampak berada di
Kecamatan Denpasar Barat dengan luas 660,34 Ha. KRB tsunami tingkat
menengah seluas 2.435,92 Ha, dimana KRB tsunami tingkat menengah
paling banyak terdampak berada di Kecamatan Denpasar Selatan dengan
luas 1.918,72 Ha. Serta KRB tsunami tingkat tinggi seluas 3.210,41 Ha,
dimana KRB tsunami tingkat tinggi paling banyak terdampak berada di
Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 2.872,83 Ha. Tipologi tingkat
kerawanan dipengaruhi oleh morfologi wilayah Kota dimana untuk
kawasan yang tergolong dalam Kklasifikasi rendah umumnya jauh dari

kawasan pesisir serta berada di dataran yang lebih tinggi dari kawasan
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pesisir, sedangkan untuk klasifikasi menengah dan klasifikasi tinggi

merupakan kawasan yang berada dekat dengan kawasan pesisir.

Berikut ini peta risiko bencana tsunami di Kota Denpasar yang meliputi

Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Timur.
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Sumber: BPBD Kota Denpasar

Gambar 2.4
Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Denpasar

d. Kawasan Rawan Abrasi Pantai

Abrasi pantai merupakan proses terjadinya pengikisan daratan oleh

gelombang yang menyebabkan hanyutnya substrat dan berkurangnya

luas daratan. Selain itu, abrasi pantai mempengaruhi kerentanan

kawasan tidak hanya dari faktor lingkungan dan fisik namun juga dari

faktor sosial dan faktor ekonomi.

Kawasan rawan abrasi pada wilayah Kota Denpasar sebarannya

meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pesisir yang
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berhutan bakau (Tahura). Abrasi pantai ini mempengaruhi perubahan
garis pantai akibat proses-proses yang terjadi pada daerah sekitar
pantai, dimana pantai selalui beradaptasi dengan berbagai kondisi yang

terjadi.

e. Kawasan Rawan intrusi air laut
Kawasan rawan gelombang dan abrasi pantai meliputi seluruh pesisir di
wilayah Kota Denpasar di luar pantai yang berbentuk hutan bakau.
Sementara itu, bahaya gelombang ekstrim merupakan bahaya yang
ditimbulkan oleh rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan

ketinggian dan kecepatan melebihi rata-rata gelombang biasa.

Sumber: BPBD Kota Denpasar
Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Denpasar
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Wilayah yang rawan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah
wilayah yang berada di pesisir pantai. Terdapat sepuluh desa yang
rawan gelombang ekstrim dan abrasi yaitu: Desa Pemogan, Desa
Pedungan, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh,
Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan.
Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi Desa Kesiman Petilan dan
Desa Kesiman Kertalangu. Indeks bahaya untuk sepuluh desa tersebut
berada pada kelas sedang dengan luas bahaya 788,49 hektare atau

6,13 persen dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektare.

f. Kawasan Rentan Perubahan Iklim
Perubahan iklim merupakan perubahan pada iklim yang dipengaruhi
langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang merubah
komposisi atmosfer yang akan memperbesar keragaman iklim yang
teramati pada periodeyang cukup panjang. Perubahan Iklim ditandai
dengan perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara dan curah
hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim ini
terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-
gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca.
Gas Rumah Kaca (GRK) dalam hal ini terdiri atas karbon dioksida,
metana, nitrogen dan sebagainya. Pada dasarnya, Gas Rumah Kaca
dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Akan tetapi,
konsentrasi Gas Rumah Kaca yangsemakin meningkat membuat lapisan
atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer tersebut
menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi
semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi,

yang disebut dengan pemanasan global.

Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang
mengalami kerentanan terhadap perubahan iklim terutama akibat
peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini disebabkan

oleh berbagai aktivitas atau kegiatan masyarakat Kota Denpasar seperti
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emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah dan kegiatan-
kegiatan industri termasuk pariwisata. Hal ini juga dipengaruhi oleh
fungsi dan peran yang dimiliki oleh Kota Denpasar dalam konstelasi
pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas, dimana Kota Denpasar
selain sebagai Ibu Kota Provinsi Bali juga sebagai kota inti dari
Metropolitan SARBAGITA sehingga di dalamnya fokus pada pelayanan
dan jasa skala besar. Hal ini berimbas pada tingginya potensi aktivitas
dan pergerakan yang terjadi di dalam wilayah Kota dan memicu

pelepasan emisi GRK.

Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat.
Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur
bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai
aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa
ancaman dampak negatif perubahan iklim di wilayah Kota Denpasar
adalah gagal panen, cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut,
kenaikan curah hujan, kenaikan temperatur wilayah kota hingga
meningkatnya wabah penyakit yang akan berdampak pada hal-hal
sebagai berikut :

1) Penurunan Kualitas dan Kuantitas air

2) Perubahan Habitat dan Kepunahan Spesies

3) Peningkatan Permukaan Air Laut dan Tenggelamnya Daerah Pesisir

2.1.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
menyatakan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan Penduduk menurut Badan Pusat
Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah territorial Indonesia
selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan

tetapi bertujuan untuk menetap.
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Kepadatan penduduk Kota Denpasar bergerak dinamis di tahun 2019
sebesar 7.412 jiwa/km?, meningkat sebesar 129 jiwa/km2. Di Tahun 2020
Kepadatan penduduk Kota Denpasar sebesar 5.676 jiwa/km?2, menurun sebanyak
1.736 orang. Sedangkan di tahun 2021 sebesar 5.686 jiwa/km?, meningkat dari
tahun 2020 sebesar 10 orang. Grafik dinamika kepadatan penduduk di Kota
Denpasar dari tahun 2010 — 2021 disajikan dalam gambar berikut:

6 206 6,346 6,487 6,622 6,758 6,892 7,022 7,155 7,283 7,412
' ' 5,676 5,686

676 685 693 702 710 718 727 735 743 750 747

o
v v v v v v v v v v v

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

—e—Provinsi Bali Kota Denpasar

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.6
Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2010 — 2021 (jiwa/km?)

Sebaran penduduk Kota Denpasar tidak merata di semua kecamatan.
Kecamatan Denpasar Barat adalah wilayah terpadat di Kota Denpasar dengan
kepadatan penduduk sebesar 8.617 jiwa/km? pada tahun 2021. Kepadatan
penduduk per kecamatan disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 — 2021 (jiwa/km?)

Kecamatan 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Denpasar Selatan | 5.722 | 5.855 | 5.982 | 6.109 | 4.342 | 4.351
Denpasar Timur 6.879 | 6.982 | 7.077 | 6.562 | 5.749 | 5.760
Denpasar Barat 10.798 | 10.993 | 11.181 | 12.265 | 8.601 | 8.617
Denpasar Utara 6.301 | 6.409 | 6.512 | 6.618 | 5.505 | 5.515

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
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Berdasarkan Desa/Kelurahan, jumlah penduduk Kota Denpasar paling
banyak terdapat di Kelurahan Sesetan, Desa Pemogan dan Desa Pemecutan

Kelod. Sebaran jumlah penduduk berdasarkan Desa Kelurahan dapat dilihat pada
gambar berikut :

SUMDTR DAN RVWAYAT ETA
Peta RTRW Kons Denpasar
Hesil Anaiuis Tie

Gambar 2.7
Peta Sebaran Jumlah Penduduk Kota Denpasar per Desa/Kelurahan
Tahun 2021 (jiwa/km?)

Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2021 sebesar 726.599 jiwa
meningkat sebesar 1.285 jiwa dari tahun 2020 sebesar 725,314 jiwa dimana
jumlah penduduk perempuan sebesar 359,691 jiwa dan jumlah penduduk laki-

laki sebesar 366,908 orang. Sebaran Penduduk Kota Denpasar Perkecamatan
dapat dilihat pada tabel di bawah:
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Tabel 2.8

Penduduk Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2016 — 2021

Jumlah penduduk (jiwa) Pertumbuhan
Kecamatan ZP:ln éi_uzc(l)uzl;-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 (persen)

Denpasar Selatan 286.060 292.670 299.050 305.400 217.100 217.485 -1,88
Denpasar Timur 153.480 155.760 157.890 160.200 128.276 128.503 -1,92
Denpasar Barat 259.790 | 264.490 | 269.030 | 273.600 | 206.958 | 207.325 -1,89
Denpasar Utara 197.970 | 201.380 | 204.630 | 207.900 172.980 173.286 -1,98
Kota Denpasar 897.300 | 914.300 | 930.600 | 947.100 | 725.314 | 726.599 -1,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu

meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan setiap

tahunnya mengalami penurunan. Data tahun 2016 sampai dengan 2021,

menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang semakin menurun, penurunan
drastis ditahun 2020 hingga -1,91 dan meningkat menjadi 0,24 di tahun 2021.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 2.8
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Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 — 2021

1.

Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin

Struktur penduduk suatu wilayah dapat diketahui melalui pengelompokkan

penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Penyajian datanya

digambarkan melalui piramida penduduk yang dapat menunjukkan rasio jenis

kelamin per kelompok umur. Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah banyaknya
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penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan atau dengan kata lain

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

I —
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I —
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I I,
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I I———————————————~~,
20-24 I
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M laki H perempuan

Sumber ! Hasll Olahan, 2021
Gambar 2.9
Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2021

Piramida penduduk Kota Denpasar tahun 2021 memiliki bentuk ekspansif
atau muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar. Piramida penduduk muda
menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida
penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan.
Kondisi tersebut dapat menjadi potensi dan dapat pula menjadi masalah Kota
Denpasar. Banyaknya penduduk usia muda berpotensi dalam penyediaan tenaga
kerja, namun dapat menjadi masalah seperti pengangguran, jika tidak disertai

dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
di Kota Denpasar Tahun 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Penduduk Laki-Laki 458.300 466.700 475.100 483.700 366.301 366.908
Penduduk Perempuan 439.000 447.600 455.500 463.400 359.013 359.691
Jumlah 897.300 | 914.300 | 930.600 | 947.100 | 725.314 | 726.599
Rasio Jenis Kelamin 104 104 104 104 102 102

Sumber: BPS Kota Denpasar; Hasil Olahan, 2021

Struktur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dari angka

rasio jenis kelamin atau sex ratio. Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah
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perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan
di suatu wilayah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin di Kota Denpasar pada
enam tahun terakhir berada pada angka rata-rata sebesar 102. Artinya pada

setiap 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

2. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pengelompokkan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk
menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan bagi setiap kelompok umur.
Pengelompokan penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk
melihat seberapa banyak penduduk dengan usia produktif, non produktif,
maupun yang belum produktif.

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah penduduk usia non produktif
sebanyak 198.826 jiwa (27,41 persen), sedangkan jumlah penduduk usia
produktif sebanyak 526.488 jiwa (72,59 persen) dari total penduduk Kota
Denpasar. Dari data tersebut, dapat diketahui rasio ketergantungan (dependency
ratio) sebagai salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi
persentase dependency ratio suatu wilayah menunjukkan semakin tingginya
beban yang harus ditanggung penduduk usia  produktif untuk
membiayai/menanggung hidup penduduk yang belum produktif atau tidak
produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan tabel berikut ini, diketahui
bahwa pada tahun 2021 Kota Denpasar memiliki rasio ketergantungan di bawah
37,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa beban usia produktif di Kota Denpasar
masih rendah, yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif),
mempunyai tanggungan sebanyak 38 orang yang belum produktif dan dianggap
tidak produktif lagi.

Tabel 2.10
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun
2017 - 2021
Kelompok 2017 2018 2019 2020 2021
Umur L P L P L P L P L P
0-4 39.200 | 37.800 | 39.500 38.100 19.599 | 18.257 25.338 24.123 | 25.322 24.116
5-9 37.200 | 35.200 | 36.800 35.100 26.014 | 24.313 26.009 24.792 | 25.541 24.398
10-14 35.000 | 33.900 | 35.800 34.100 28.667 | 26.878 29.274 27.422 | 28.567 26.874
15-19 36.400 | 38.300 | 37.700 39.600 30.477 | 28.475 29.390 27.519 | 29.280 27.387
20-24 48.500 | 48.700 | 49.000 49.000 27.334 | 26.196 30.108 29.393 | 30.287 29.456
25-29 50.200 | 47.500 | 50.700 48.300 22.690 | 22.476 29.500 29.203 | 29.618 29.317
30-34 44.400 | 40.900 | 45.600 41.400 20.114 | 21.275 28.812 29.177 | 28.905 29.188
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Kelompok 2017 2018 2019 2020 2021
Umur L P L P L P L P L P
35-39 39.700 | 38.500 | 39.900 38.700 22.988 | 26.079 28.245 29.642 | 28.121 29.486
40-44 39.300 | 36.200 | 39.600 36.500 25.701 | 28.178 29.170 30.115 | 29.534 29.849
45-49 32,400 | 29.200 | 33.100 30.000 28.465 | 29.544 27.782 28.400 | 27.899 28.533
50-54 24.500 | 21.800 | 25.900 23.100 25.117 | 24.550 26.189 25.317 | 26.376 25.562
55-59 16.700 | 15.500 | 17.400 16.200 17.272 | 16.726 20.723 19.359 | 21.119 19.824
60-64 10.300 9.500 | 10.800 10.100 12.269 | 12.024 14.484 13.420 | 14.916 13.864
65+ 12.900 | 14.600 | 13.300 15.300 18.472 | 19.103 20.737 21.131 | 21.423 21.837

Jumlah  466.700 [447.600 475.100 | 455.500 | 325.179 324.074 | 366.301 | 359.013 366.908 | 359.691

Sumber : BPS Kota Denpasar Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2022
*) data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2022

3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas menurut status pendidikan terakhir yang
ditamatkan. Penduduk Kota Denpasar sebagian besar berpendidikan SMU

sederajat.

Berikut ini tabel jumlah penduduk menurut pendidikan yang

ditamatkan di Kota Denpasar:

Pada diagram di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota
Denpasar adalah lulusan SMU sederajat dengan persentase sebesar 43,84

persen. Terbanyak kedua yaitu lulusan Diploma/Sarjana sebesar 24,74 persen,

SD/ Sederajat
kebawah

4%

M SD/ Sederajat kebawah

® Diploma/ Sarjana

™ SMA/SMK Sederajat

M SMP Sederajat

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar, 2021

Gambar 2.10
Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan,

2021
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diikuti dengan SMP sederajat sebesar 10,98 persen dan sisanya SD sederajat

sebesar 3,19 persen.

4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang
bergerak di suatu wilayah. Berikut adalah tabel mengenai penduduk Kota

Denpasar yang bekerja menurut lapangan usaha:

2021 2020 2019 m 2018

%
Pertambangan 01
0
0.69 37
Listrik, Air dan Gas 145
i 0.66
0'2% 29
Pertanian {61
m 1.22
0.03 438
Keuangan 401
I - 8,98
5 8437
Kontruksi Y
nHmm - 6,27
3.04
Angkutan, Komunikasi 5693
- 4,72
13 5%6'14
Industri 1158
- 12.89
12.99 59,24
Jasa 2691
W 20.63
30.53
Perdagangan Hotel Restoran 38'3342 09
T A AT 44.62
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sumber : Kota Denpasar dalam Angka 2018-2020
Gambar 2.11
Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2018-2021
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerja Kota
Denpasar periode tahun 2018 sampai dengan 2021 bekerja pada sektor
perdagangan besar, eceran, hotel, dan rumah. Terbanyak kedua yaitu pada

sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, dan yang lainnya dari sektor
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industri pengolahan. Kondisi ini sesuai dengan potensi Kota Denpasar, khususnya
pariwisata yang menjadi unggulan wilayah ini. Sebagian besar masyarakat
bergerak di bidang pariwisata yang didukung oleh kegiatan perdagangan, hotel,

maupun rumah makan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa
indikator kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu aspek yang
sangat penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Pada bagian ini akan
diuraikan mengenai kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang
mencakup Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesenjangan dan

Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Seni Budaya serta Olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari
perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara lain;
Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, laju inflasi, gini ratio, kondisi kemiskinan
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan
peningkatan perekonomian yang tercipta di suatu wilayah. Semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi akan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi
kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2020 mengalami
perlambatan yang cukup signifikan sebesar 15,25 poin, lebih besar jika
dibandingkan dengan penurunan laju pertumbuhan Provinsi Bali sebesar 14,93
poin di tahun 2020. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 terjadi
hampir di seluruh wilayah Provinsi Bali sejalan dengan melambatnya laju
pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020. Tahun 2021 laju pertumbuhan

ekonomi kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai
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-0,91 seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 dan lebih

tinggi dari laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali yang berada pada -2,47.

6 —_— .
. 1
2
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-6
¢ \
-10 ;
12 2016 2017 2018 2019 2020 2021
—&— Kota Denpasar 6.51 6.05 6.42 5.82 -9.43 -0.91
Bali 6.33 5.56 6.31 5.6 -9.33 -2.47
Nasional 5.02 5.07 5.17 5.02 2.07 3.69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
Gambar 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2016 — 2021

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu
wilayah per periode tertentu. PDRB per Kapita dibagi menjadi PDRB per kapita
atas dasar harga konstan dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku.
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dari
tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya
perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta
perubahan tingkat harganya.

Penghitungan atas dasar harga konstan ini, hasilnya dapat untuk
perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan maupun sektoral. PDRB per kapita atas dasar harga konstan
meningkat dari tahun 2016 sebesar 30.273,39 Milyar hingga tahun 2019 sebesar
36.154,42 Milyar. Namun menurun di tahun 2020 menjadi 32.745,22 Milyar
hingga 2021 menurun hingga menjadi 32.447,06 Milyar. PDRB perkapita atas
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dasar harga konstan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Gambar 2.13

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga konstan Kota
Denpasar Tahun 2016 — 2021

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per
kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita atas Dasar harga Berlaku
Kota Denpasar meningkat signifikan setiap tahunnya. Dari tahun 2016 sebesar
47.235.52 meningkat menjadi 51.226,98 di tahun 2017. PDRB Perkapita Kota
Denpasar berada di atas Provinsi Bali. Peningkatan terjadi hingga 2021 sebesar
68.247,24. Gambaran PDRB Kota Denpasar dapat dilihat dari gambar dibawah.
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B Kota Denpasar M Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.14
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku Kota
Denpasar Tahun 2016 — 2021
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3. Laju Inflasi

Pada bulan Desember 2021 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi
setinggi 0,75. Jika dibandingkan dengan bulan Desember Tahun 2020 terdapat
peningkatan sebesar 0,13 dari 0,62. Perkembangan inflasi month-to-month

sepanjang tahun 2016 — 2021 disajikan pada gambar berikut.

Galungan - 24 Juni
2019
Idul Fitri - 5 Juni

1 : 2019
Nyepi - 7 Maret
2019 Galungan -7

Galungan — 3 April September 2016

Galungan
15 Februari 2016 Nyepi — 9 April 2016

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
—@=—2016 0.49 0.07 0.06 -0.2 0.11 0.39 0.51 0.45 0.26 -0.19 @ 0.28 0.69
=@=2017 1.39 0.42 0.02 0.07 0.11 -0.01 0.12 0.26 -0.33 -0.05 0.19 1.07
—@=2018 0.94 0.65 0.15 0.07 -0.03 0.38 0.48 0.23 -0.52 -0.1 0.34 0.77
—@—2019 0.62 -043 0.24 0.26 0.22 0.04 0.6 0.4 -0.52  0.15 -0.01 0.81
—§=2020 0.55 0.39 0.11  -0.32 -0.10 | 032 -046  -0.12 -0.16 -0.25 0.20 0.62

=@=2021 0.77 0.0000 0.47 0.46 -0.59 -0.36 -0.07 0.11 0.19 -0.23 0.71 0.75
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.15
Perkembangan Tingkat Inflasi di month-to-month Kota Denpasar

Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran tercatat
mengalami inflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan
rutin rumah tangga) setinggi 3,64 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan
jasa lainnya) setinggi 0,81 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan
tembakau) setinggi 0,64 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya)
setinggi 0,14 persen; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran)
setinggi 0,08 persen; kelompok VI (transportasi) setinggi 0,07 persen; dan

kelompok V (kesehatan) setinggi 0,07 persen. Sementara itu, tiga kelompok
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pengeluaran tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok IX (pendidikan) sedalam
0,23 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,07 persen; dan
kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) sedalam
0,06 persen. Satu kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami
perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok VII (informasi, komunikasi, dan

jasa keuangan).

B Umum, 2.01
Perawatan Pribadi dan Jasa

I .
Lainnya, 2.96
Pendidikan, -0.67 -
endidikan, -U. Penyediaan Makanan dan
_ u Minuman/Restoran, 0.72
Rekreasi, Olahraga,
dan Budaya, -3.78 I Informasi,
m Komunikasi, dan Jasa

Keuangan, 0.68

I Transportasi, 2.23
Perumahan, Air,

Listrik, dan Bahan Bl Kesehatan, 0.78 Perlengkapan,
Bakar Rumah tangga, Peralatan, dan
-0.02 —— Pemeliharaan Rutin

Rumah Tangga, 10.39

Pakaian dan Alas | —

Kaki, -2.5 Makanan, Minuman
dan Tembakau, 3.95
-5 0 5 10 15

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.16
Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kota Denpasar Tahun 2021

4. Gini Ratio

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien
gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata,
dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata.
Berdasarkan nilai gin/ ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu:
(i) tinggi  : koefisien gin/ ratio 0,5 atau lebih
(ii) sedang : koefisien gin/ ratio 0,30 - 0,49

(iif)rendah : koefisien gin/ ratio kurang dari 0,30

Tahun 2017, gini ratio Kota Denpasar sebesar 0,34 dan masuk kategori

sedang, sebagaimana karateristik kota dengan penduduknya yang memiliki
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profesi beragam yang menyebabkan ketimpangan dapat terjadi. Namun
demikian, gin/ ratio Kota Denpasar masih berada dibawah gin/ ratio Provinsi Bali
tahun 2017 sebesar 0,38. Gini Rasio Kota Denpasar masih di bawah Gini Rasio
Provinsi Bali, hingga di Tahun 2021 Gini rasio Kota Denpasar hampir menyamai
Gini Rasio Provinsi Bali yaitu 0,37. Selisih 0.0030 di bawah Provinsi Bali.

Perkembangan Gini Rasio Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar di bawah :

0.39

0,384 0.378
0.38
0.37 0.375
0.36
0.35
0.34

0.33

0.32
0.31

2016 2017 2018 2019 2020 2021
e Kota Denpasar  0.3307 0.3414 0.3422 0.3473 0.3301 0.375
Provinsi Bali 0.3663 0.384 0.3774 0.3662 0.369 0.378

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.17
Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2016 — 2021

5. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.18
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar
Tahun 2016 — 2021

Jumlah penduduk miskin Kota Denpasar di tahun 2016 sebanyak 19.170
jiwa dengan angka kemiskinan 2,15%. Meningkat ditahun 2017 sebesar 0,12%
menjadi 2,27% dengan jumlah 20.700 jiwa. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin
bertambah menjadi 20.720 jiwa dengan angka kemiskinan 2.24%. Ditahun 2019
Angka Kemiskinan menurun lagi 0,14 menjadi 2,10% dengan jumlah penduduk
miskin sebanyak 19.830 jiwa. Namun di tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah
penduduk miskin menjadi 20.480 jiwa dengan angka kemiskinan 2,14%
meningkat 0,04% dari tahun 2019. Dan meningkat lagi ditahun 2021 menjadi
2,96% dengan jumlah peduduk miskin 29.410 jiwa.

Tabel 2.11
Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2016 — 2021

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Garis
Kemiskinan 483.821| 512.947| 545.357| 571.246| 618.064 | 662.499
(Rp.)

Jumlah
Penduduk 19.170| 20.700| 20.720| 19.830| 20.480| 29.410
Miskin (jiwa)
Persentase
Penduduk 2,15 2,27 2,24 2,10 2,14 2,96
Miskin (%)
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6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index
(HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui
pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran
angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan
melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. IPM Kota Denpasar
Tahun 2020 pada kategori sangat tinggi sebesar 83,93 melampaui IPM Provinsi
Bali dan Nasional. Di tahun 2021 IPM Kota Denpasar meningkat 0,1 menjadi
84,03 masih di atas IPM Provinsi Bali 75,69.

82.58 83.01 83.30 83.68 83.93 84.03
2016 2017 2018 2019 2020 2021
W Kota Denpasar Provinsi Bali
Gambar 2.19

Perkembangan IPM Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2016 — 2021

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM
menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial
di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi
angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-
rata lama sekolah

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas

yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat
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sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek

Huruf Kota

Denpasar dari 2016 tertinggi ke dua se-Provinsi Bali. Dan mulai tahun

2020 menjadi peringkat pertama se-Provinsi Bali dimana Angka Melek
Huruf Kota Denpasar sebesar 99,00. Angka Melek Huruf di tahun 2021

sebesar 99,30 seperti disajikan pada garafik berikut :

100 98.68 98.7 99.31 99 99.3
98.02 ———
98
% 94.53 94.8 95
—0

——
94 92.82 92.9 92.98
o= —o—

92

90

88
2016 2017 2018 2019 2020

«=@==Bali ==@=Denpasar

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.20

2021

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Denpasar tahun 2016 — 2021

Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Denpasar tahun 2021 dengan

kabupaten lainnya se-Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar di bawah:

Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota
se Provinsi Bali Tahun 2021
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Gambar 2.21

Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021
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b. Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang
masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk
dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non
Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang
tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam
mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana
peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap
kelompok umur. Secara lengkap perkembangan APS Kota Denpasar
untuk masing — masing kelompok umur dari tahun 2016— 2021 disajikan

pada grafik berikut:

78.19 80-22 73.10 TRO0! 75.47 80.40
97.85 98.57 99.17 98.42 99.23 98.98
98.23 98.93 99.62 100.00 99.51 99.84
o= —— o— o— o— 95
2016 2017 2018 2019 2020 2021
=@=7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun 19-24 Tahun
Gambar 2.22

Angka Partisipasi Sekolah Kota Denpasar menurut Kelompok
Umur Tahun 2016 — 2021

c. Indeks Pendidikan
Indeks Pendidikan adalah rerata dari Angka Lama Sekolah dan Harapan
Lama Sekolah. Indeks Pendidikan Kota Denpasar mengalami tren

meningkat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
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—4&— Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah Indeks Pendidikan

12.45 12.56 12.57 12.61 12.70 12.79
11.14 11.15 11.16 11.23 11.47 11.48
13.76 13.97 13.98 13.99 14.00 14.09
~ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.23
Indeks Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2016 — 2021

2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur
dengan usia harapan hidup (UHH). Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Denpasar
mengalami tren meningkat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sejalan
dengan peningkatan UHH Provinsi Bali. UHH Kota Denpasar tahun 2021 sebesar
74,93 